
 

 

 

 

BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 

NOMOR  252  TAHUN  2023 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG 

INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK PEMULIHAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK 

PASCA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa dampak dari pandemi Corona Virus Disease 

2019 masih cukup terasa dan mempengaruhi stabilitas 

dan produktivitas khususnya di sektor perekonomian; 

  b. bahwa untuk menjaga stabilitas dan produktivitas 

perekonomian para wajib pajak, Pemerintah Daerah 

memberikan insentif pajak daerah berupa 

penghapusan sanksi administratif/denda pajak; 

  c. bahwa sehubungan dengan telah habisnya batas 

waktu pelaksanaan pemberian insentif pajak daerah, 

perlu dilakukan perpanjangan sehingga ketentuan 

dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang 

Insentif Pajak Daerah untuk Pemulihan Ekonomi 

Sebagai Dampak Pasca Pandemi Corona Virus Disease 

2019 Tahun 2023, perlu diubah dan disesuaikan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang 

Insentif Pajak Daerah untuk Pemulihan Ekonomi 

sebagai Dampak Pasca Pandemi Corona Virus Disease 

2019 Tahun 2023; 

 

 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 
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  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17); 

  8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77); 

  9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang 

Insentif Pajak Daerah untuk Pemulihan Ekonomi 

Sebagai Dampak Pasca Pandemi Corona Virus Disease 

2019 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2023 Nomor 57); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2023 

TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK PEMULIHAN 

EKONOMI SEBAGAI DAMPAK PASCA PANDEMI CORONA VIRUS 

DISEASE 2019 TAHUN 2023. 

 

 

Pasal I 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 

Tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah untuk Pemulihan 

Ekonomi Sebagai Dampak Pasca Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2023 Nomor 57) diubah sebagai berikut: 

 

 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Penghapusan sanksi administratif/denda Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak 

Air Tanah yaitu untuk Masa Pajak januari 2004 sampai 

dengan Masa Pajak juli 2023. 
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(2) Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak, sanksi administratif/denda Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air 

Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus 

secara otomatis melalui Sistem Informasi Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak 

Air Tanah (e-pad) tanpa diterbitkan keputusan 

penghapusan sanksi administratif atas denda Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak 

Air Tanah. 

 

 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Batas waktu pelaksanaan pemberian Insentif Pajak 

Daerah ini dari tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 

tanggal 24 desember 2023. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar Pajak dalam batas 

waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) insentif Pajak tidak dapat diberikan.  

 

 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

 

Pasal 10 

(1) Jatuh tempo pembayaran pajak terhutang ditetapkan 

paling lambat 24 desember 2023. 

(2) Pajak terhutang yang tidak atau kurang di bayar setelah 

jatuh tempo pembayaran, sanksi administratif/denda 

kembali ke ketetapan semula. 

 

 
Pasal II 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

 

 

 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal  29 September 2023 

  

 BUPATI BANDUNG, 

  

 Ttd. 

  

 

 MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA 

  

Diundangkan di Soreang  

pada tanggal  29 September 2023  

  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

Ttd.  

  

CAKRA AMIYANA  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR  252 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 
 

 
 

 
YANA ROSMIANA, S.H.M.H 
Pembina Tk.I 
NIP. 196901011999012001 

 

 

 


